#DINSOS

DASAR HUKUM :

Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
Undang-undang No. 8 Tahun 2016
tentang Penyandang Disabilitas
Peraturan Daerah Provinsi Bali
Nomor g Tahun 2015 Tentang
Perlindungan dan Pemenuhan Hak
Penyandang Disabilitas

Peraturan Daerah Kabupaten
Buleleng No Tahun 2019
tentang Perlindungan dan
Pemenuhan Hak Penyandang
Disabilitas

PERSYARATAN PELAYANAN :
Penyandang Disabilitas yang
diusulkan kategori berat dan kurang
mampu
Terdaftar di DTKS (Data Terpadu
Kesejahteraan Sosialo
Foto copy kk,ktp,dan foto

=
(C)

Kadis bersurat ke Desa /
Kelurahan mohon data
penyandang disabilitas)

Penyuluh Sosial memeriksa
kelengkapan data dan membuat
surat/jadwal verifikasi ke
Desa/Kelurahan dan
menugaskan petugas
administrasi untuk

Staff mengirim jadwal
verifikasi ke
Desa/Kelurahan
30 menit

Kepala Desa / Lurah
mengirimkan data Penyandang

#DINSOS
C-6T

disabilitas

Penyuluh Sosial menerima
data penyandang disabilitas
dan menyerahkan ke Staff
untuk memeriksa
kelengkapan data

mengirimnya.

Staff bersama Pendamping ASPD ke
desa/kelurahan untuk melaksanakan
verifikasi data dengan mengisi
instrumen pendataan dari Kemensos RI.

Kepala Bidang menerima laporan dan rekap
data penyandang disabilitas dan memaraf
serta menyerahkan ke Kepala Dinas Untuk di
tetapkan

Dinas menetapkan penerima baKepala ntuan
Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas
( ASPD ) dan menyampaikan usulan ke
Kemensos RI melalui Dinas Sosial Propinsi

Penyuluh Sosial menerima hasil verifikasi data
penyandang disabilitas berat dan menugaskan

staff untuk merekap data penyandang

Penyuluh Sosial mengoreksi laporan dan rekap
data penyandang disabilitas, jika sudah sesuai
diserahkan kepada Kepala Bidang untuk di paraf
dan jika belum benar dikembalikan




